PERATURAR BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 027 TAHUN 2018

TERNTANG

PERUBAHAN EETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDARG NOMOR

Mengingat :

2091 TAHUN 20185 TENTANG KEBLIAKAN ARKUNTARNSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,

. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi
Jalan dan Status Jalan periu kiranya dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli
Serdang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Deli
Serdang Nomor 209! Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi.

. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tshun 1956 tentang

Pembentukan Daerah QOtonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851});

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

-




10.

L1,

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

18.

19.

Menetapkan:

2016 tentang Perubahan atas Pera
Tahun 20135 tentang Kebijakan Akun

Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUT

UBKAK:

PERATURAR BUPATI DELI SERDANG TENTANG

FERUBAHAR KETIGA
SERDANG HNOMOR

ATAS PERATURAN BUPATI DELI
2021 TAHUFE 2018 TENRTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal [
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun

1. Lampiran I, KIB D {Jalan, Irigasi dan

turan Bupati Deli Serdang Nomor 2001
tansi, diubah sebagai berikut:

Jaringan) perubahan nama aset yaitu:

ROoDg RAMA ASET SEBELUMNYA | RAMA ASET SESUAI PERMEN PU NOMOR:
ASET O3/PRT/H/2012

4.13.1.3.1 | Jalan Kabupaten Kelas I Jalan Kabupaten Kolektor Primer-4 (JKP-41

4.13.1.3.2 | Jalan Kabupaten Kelas IV Jalan Kabupaten Lokal Primer (JLP}

4.13.1.3.3 | Jalan Kabupaten Kelas V Jalan Kabupaten Lingkungan Primer {JLing-F) |

4.13.1.3.4 | Jalan Kabupaten Arteri Jalan Kabupaten Arteri Sekunder (JAS)

4.13.1.3.5 | Jalan Kabupaten Kolektor Jalan Kabupaten Kolektor Sekunder (JKS)

4.13.1.3.6 | Jalan Kabupaten Lokal Jalan Kabupaten Lokal Sekunder (JLS)

masa manfaat 20 tahun.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya

Serdang.

dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Deli

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal, 294 Aovesipes d0id




